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PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN
BOGOR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan
dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2)
dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU
No.16 Tahun 1997, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU
No.4 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan UU No0.9 Tahun 2015 , UU No.30 Tahun
2014, PP No.61 Tahun 2010, PERPRES No.9 Tahun 2016, PERPRES No.59
Tahun 2017, Perpres No.95 Tahun 2018, Perpres No.39 Tahun 2019,
PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019, PERDA PROV. JABAR No.24 Tahun
2012, PERDA KAB. BOGOR No0.12 Tahun 2012, PERDA KAB. BOGOR
No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.
BOGOR No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERDA KAB. BOGOR
No. 12 Tahun 2016, PERBUP BOGOR No. 69 Tahun 2017, PERBUP
BOGOR No. 89 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No. 93 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggara Satu Data
Indonesia di Daerah, dilaksanakan oleh: Dewan Pengarah; Pembina
Data; Walidata; d. Walidata Pendukung; Produsen Data Daerah.
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah, terdiri atas:
perencanaan Data; pengumpulan Data; pemeriksaan Data;
penyebarluasan Data. Penyelenggaran Satu Data Indonesia di Daerah
dikelola dalam SIPD berbasis elektronik. Informasi Pembangunan
Daerah, dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah sebagai bagian dari proses
penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah. Informasi
Pembangunan Daerah paling sedikit memuat: data perencanaan
pembangunan Daerah; analisis dan profil pembangunan Daerah;
informasi perencanaan pembangunan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada
tanggal 8 Maret 2021 dan ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2021.
- Penjelasan: 11 him.



